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PENDAHULUAN
Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu

daerah otonom yang berada di wilayah Provinsi
Riau yang terus mengolah dan menggali potensi-
potensi keuangan daerah agar dapat menerima
Pendapatan Asli Daerah, yang salah satunya
melalui Retribusi Daerah. Pengertian Retribusi
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
pada Pasal 1 angka 64 adalah Retribusi Daerah
yang selanjutnya disebut retribusi.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir selalu
berusaha untuk meningkatkan penerimaan PAD
seiring dengan meningkatnya kebutuhan daerah.
Secara umum PAD Kabupaten Indragiri Hilir
tidak mengalami peningkatan yang signifikan
pada tiap tahunnya dan target yang ditetapkan
oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam
hal penerimaan PAD belum tercapai secara mak-
simal. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hilir melakukan banyak pembenahan

dan perbaikan terhadap pasar-pasar tradisional
yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini ju-
ga bertujuan untuk mempertahankan keberadaan
pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten
Indragiri Hilir. Selain tujuan utama sebagai tempat
proses kegiatan jual beli, diharapkan pula agar
keberadaan pasar-pasar tradisional di Kabu-
paten Indragiri Hilir dapat menjadi salah satu tu-
juan wisata yang menarik dan mampu mem-
berikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten
Indragiri Hilir.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam
pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan
pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pe-
layanan Pasar, maka dalam pelaksanaan pemu-
ngutan retribusi pelayanan pasar dilaksanakan
oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ka-
bupaten Indragiri Hilir. Namun sejauh ini regulasi
tersebut belum memberikan kontribusi yang baik

Abstract:Management Management Optimization of Traditional Markets. This research triggered
by problems traditional market management in Indragiri Hilir region less optimal that led to the
condition the traditional markets in Indragiri Hilir chaotic and is less get attention from the regional
government. In addition, market conditions that affected interest of the community for a visit to
traditional markets so in direct have a major influence on the level of the income of traders and
also impact the revenue service levies market now it has not been contribute maximally on local
revenue Indragiri Hilir. The results show of research and the analysis on lab data it can be seen
that the management local government in management optimization traditional markets in Indragiri
Hilir not run optimally caused by the planning process that immature and the construction of
traditional markets unequal and capacity burden that beyond the ability since the implementation
of only handled by one limited field.

Abstrak: Manajemen Optimalisasi Pengelolaan Pasar Tradisional.Penelitian ini dipicu oleh masalah
pengelolaan pasar tradisional di Indragiri Hilir wilayah kurang optimal menyebabkan kondisi bahwa
pasar tradisional di Indragiri Hilir kurang kacau dan mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.
Selain itu, kondisi pasar yang mempengaruhi minat masyarakat untuk berkunjung ke pasar tradisional,
sehingga dalam langsung memiliki pengaruh besar pada tingkat pendapatan pedagang dan berdampak
juga pasar pendapatan layanan pungutan sekarang belum Berkontribusi maksimal pada pendapatan
daerah Indragiri Hilir. Hasil menunjukkan penelitian dan analisis di laboratorium data dapat dilihat
bahwa pengelolaan pemerintah daerah dalam optimalisasi pengelolaan pasar tradisional di Indragiri
Hilir tidak menjalankan secara optimal yang disebabkan oleh proses perencanaan yang belum matang
dan pembangunan pasar tradisional, yang tidak sama dan kapasitas beban yang di luar kemampuan
sejak pelaksanaan hanya ditangani oleh satu bidang tertentu.
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dalam pengelolaan pasar tradisional di Kabu-
paten Indragiri Hilir. Hal ini dapat dilihat dari
masih kurangnya inovasi yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam me-
ngelola pasar tradisional sehingga masih kurang
efisiennya penerimaan retribusi pelayanan pasar
yang bersumber dari obyek retribusi. Selain itu,
tidak adanya Badan ataupun Instansi yang secara
khusus mengurus retribusi pelayanan pasar di
Kabupaten Indragiri Hilir membuat pelayanan
pada wajib retribusi dan pemantapan kegiatan
pengelolaan pasar belum terwujud, padahal hal
ini sangat penting demi terwujudnya peningkatan
pelayanan pasar dan pengelolaan pasar yang
maksimal. Dengan demikian diharapkan agar
pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir
dapat terpelihara ketertiban dan kebersihannya
serta kegiatan pasar lebih kondusif.

Sampai dengan tahun 2015 ini, dari 13 (tiga
belas) pasar tradisional yang ada di Kabupaten
Indragiri Hilir, baru 6 (enam) pasar saja yang
telah terealisasi pembangunan dan perbaikannya
yaitu Pasar Kayu Jati (Pasar Umbut Kelapa)
Tembilahan, Pasar Mayang Kelapa Tembilahan,
Pasar Pagi PJ Tembilahan, Pasar Kelapa Gading
Tembilahan, Pasar Kuala Enok dan Pasar Ber-
tingkat Guntung. Untuk Pasar Pagi PJ dan Pasar
Mayang Kelapa Tembilahan sendiri hingga saat
ini masih belum ditempati secara keseluruhan oleh
pedagang sehingga hanya beberapa kios saja
yang baru ditempati. Hal ini disebabkan karena
masih kurangnya sarana pendukung bagi peda-
gang untuk berjualan. Sementara itu untuk pem-
bangunan Pasar Bertingkat Guntung yang diba-
ngun sejak tahun 2011 lalu hingga saat ini pem-
bangunannya belum rampung 100%. Oleh
karena itu, perlu adanya manajemen dan evaluasi
dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam
pengelolaan pasar tradisional agar pemungutan
retribusi pelayanan pasar dapat berkontribusi
terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir.

G.R. Terry menyebutkan bahwa manajemen
merupakan suatu proses yang khas yang terdiri
dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorga-
nisasian, penggerakan, dan pengawasan, dengan
memanfaatkan, baik ilmu maupun seni untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelum-

nya. Untuk lebih jelasnya fungsi manajemen yang
dikemukakan mengenai “Prinsip-Prinsip Mana-
jemen” yang merumuskan fungsi-fungsi mana-
jemen yang disingkat POAC, yaitu perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
Atas konsep demikian, maka manajemen peme-
rintahan daerah dapat dimaknai proses penge-
lolaan penyelenggaraan pemerintahan yang men-
cakup perencanaan pemerintahan, pengorga-
nisasian atau kelembagaan pemerintahan dan
penggunaan sumber-sumber daya dan penga-
wasan penyelenggaraan pemerintahan pada
tataran pemerintahan  daerah (local government).

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian
ini adalah untuk menganalisis optimalisasi penge-
lolaan pasar tradisional di Kabupaten Indragiri
Hilir dan menganalisis hambatan yang dihadapi
oleh Pemerintah dalam pengelolaan pasar tradi-
sional di Kabupaten Indragiri Hilir.

METODE
Penelitian menggunakan data primer dan

data sekunder dalam menganalisis permasalahan
penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui
penelitian kepustakaan (library research) dan
penelitian wawancara (interview research). Dari
penelitian ini penulis memperoleh data mengenai
sejarah objek penelitian, struktu organisasi, ke-
giatan objek penelitian dan data lain yang ber-
hubungan dengan penulisan ini. Dalam melakukan
penelitian penulis berusaha melakukan analisis
atas semua data yang berhubungan dengan per-
masalahan penelitian, dengan menggunakan
metode pendektan analisis kualitatif, teknis yang
digunakan adalah dengan uraian-uraian (des-
kripsi) terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pasar tradisional menjadi sarana pertemuan

antara penjual dengan pembeli untuk melakukan
transaksi jual beli. Dengan demikian, untuk me-
nunjang pelayanan pasar yang baik maka dbutuh-
kan kondisi pasar yang nyaman bagi pedagang
maupun pembeli. Kondisi sebagian pasar tra-
disional di Kabupaten Indragiri Hilir yang masih
mengkhawatirkan dan jauh dari kata nyaman se-
akan terkesan bahwa tidak mendapat perhatian
dari Pemerintah. Kondisi tersebut tentu saja me-
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nimbulkan dampak yang kurang baik bagi mas-
yarakat sebagai pedagang pasar maupun pem-
beli.

Selain itu, keberadaan pasar tradisional
yang berada di tengah kota telah menyebabkan
ketimpangan pertumbuhan pembangunan eko-
nomi, yaitu masih terpusatnya kegiatan pereko-
nomian di pusat kota. Kondisi ini selain menim-
bulkan ketidakmerataan hasil pembangunan, juga
mengakibatkan menumpuknya arus orang dan
barang ke pusat kota yang pada akhirnya me-
nimbulkan dampak seperti kemacetan lalu lintas
dan pencemaran lingkungan. Hal ini kemudian
menjadi salah satu dasar dari perumusan ke-
bijakan perdagangan. Atas dasar itu, dalam
RTRW Kabupaten Indragiri Hilir telah diren-
canakan untuk merelokasi pasar dari pusat kota
ke daerah pinggiran dan membangun pasar-pasar
di setiap kecamatan dalam rangka untuk meng-
optimalkan pengembangan pasar tradisional di
Kabupaten Indragiri Hilir.

Perencanaan dan Pengorganisasian dalam
Optimalisasi Pengelolaan Pasar  Tradisional

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu
proses menetapkan tujuan dan memutuskan hal
tersebut dapat dicapai. Perencanaan meliputi sumber-
sumber yang dibutuhkan, tugas yang diselesaikan,
tindakan yang diambil dan jadwal yang diikuti
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah
untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan
pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten In-
dragiri Hilir maka perlu adanya perumusan
perencanaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir. Perencanaan memegang peranan
penting dalam upaya pencapaian tujuan yang
ditetapkan dalam suatu organisasi. Adapun pe-
rencanaan yang akan dirumuskan oleh Peme-
rintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pe-
ngelolaan pasar tradisional di Kabupaten In-
dragiri Hilir seperti dalam pembahasan sebagai
berikut:
Penentuan Target

Target pembangunan merupakan tolak ukur
realisasi pengelolaan pasar tradisional oleh Pe-
merintah Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.
Yang dimaksud disini adalah tahapan-tahapan
atau proses penentuan target pembangunan yang

ingin dicapai dalam satu tahun anggaran. Peme-
rintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas
Perindu strian dan Perdagangan menyusun target
pembangunan pasar tradisional dengan cara
turun langsung ke pasar-pasar tradisional yang
ada di Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan
uji petik potensi-potensi yang ada di pasar tra-
disional setiap tahunnya, dengan maksud untuk
melakukan pendataan ulang setiap potensi yang
ada di setiap pasar tradisional seperti jumlah
pedagang yang masih aktif berdagang maupun
jumlah penggunaan tempat yang telah disediakan
oleh pemerintah daerah karena setiap tahunnya
jumlah pedagang yang masih aktif menggunakan
tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah
selalu mengalami perubahan. Dengan dilakukan-
nya pendataan tersebut maka diharapkan terjadi
peningkatan pedagang seiring peningkatan kua-
litas pasar tradisional setiap tahunnya.

Secara teknis, perencanaan pengembangan
Pasar Tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir
didasarakan pada Peraturan Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ret-
ribusi Pelayanan Pasar yang mana telah dije-
laskan bahwa penyediaan fasilitas pasar tra-
disional/sederhana, berupa pelataran, los, kios
yang mana dikelola oleh Pemerintah Daerah dan
khusus disediakan untuk pedagang. Namun
dalam kenyataannya, masalah penyediaan fasili-
tas pasar bagi pedagang hingga saat ini masih
menjadi satu persoalan yang belum dapat di-
selesaikan oleh pemerintah.

Dari penjelasan di atas penulis dapat me-
nyimpulkan bahwa perencanaan dalam hal pe-
nentuan target senantiasa mengacu kepada pen-
dataan pedagang dan jumlah penggunaan tempat
berjualan yang tidak menentu jumlahnya setiap
tahun dan melihat semua potensi-potensi yang
ada pada pasar tradisional yang ada di Kabu-
paten Indragiri Hilir termasuk dalam hal pene-
rimaan retribusi pelayanan pasar kabupaten
Indragiri Hilir.

Struktur Organisasi
Pengorganisasian yang dimaksud disini

adalah bagaimana sumber daya manusia dalam
memegang peranan penting dalam suatu organi-
sasi untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini,
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kualitas aparatur pemerintah dalam melaksana-
kan tugasnya seharusnya harus mampu me-
nguasai apa yang dikerjakannya agar tujuan dari
pelaksanaan tugas tersebut dapat dilaksanakan
dengan baik dan berkualitas.

Pada semestinya dalam suatu organisasi
jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah
pekerjaan dalam organisasi tersebut dengan
maksud bahwa jumlah pegawai tidak kurang
ataupun tidak berlebihan agar tidak terjadi
pemborosan dan kekurangan sehingga pekerjaan
dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam pengelolaan pasar tradisional di
Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Daerah
juga diharuskan agar menjalankan prinsip
manajemen yang baik dengan melakukan peng-
organisasian yang tepat dalam suatu kebijakan
agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik
serta dapat tercapainya tujuan yang telah di-
tetapkan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ka-
bupaten Indragiri Hilir selaku pihak yang ber-
tanggungjawab dalam pengelolaan pasar di
Kabupaten Indragiri Hilir, dalam pelaksanaannya
telah membentuk strukturisasi pegawai yang
sesuai dengan tugas serta fungsinya masing-
masing. Dalam hal mengurus pasar maka pada
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Indragiri Hilir secara khusus ditangani oleh Bi-
dang Pasar.

Pelaksanaan Pengelolaan
Dalam pelaksanaan pembangunan pasar

tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerin-
tah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan koor-
dinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dengan
tujuan untuk menciptakan kelancaran pemba-
ngunan dan tercapainya target yang diinginkan.
Dalam pembangunan Pasar Umbut Kelapa di
Kecamatan Tembilahan Hulu pada tahun 2014
lalu yang menggunakan dana sebesar 5,6 Miliar
tersebut merupakan pembangunan yang mana
selain pendanaannya bersumber dari APBD Ka-
bupaten Indragiri Hilir juga bersumber dari ban-
tuan Pemerintah Provinsi Riau sebesar 1,2 Miliar
yang berasal dari APBD Riau dan DAK APBN
2014.

Selain dari pada itu, dalam pembangunan

dan pembenahan Pasar Tradisional di Kabupaten
Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Indragiri
Hilir juga mendapatkan bantuan dari beberapa
perusahaan yang beroperasi di Kabupaten In-
dragiri Hilir dalam bentuk dana CSR (Corporate
Social Responsibility). Terhitung ada sebanyak
lima perusahaan perkebunan dan kehutanan yang
mendonasikan bantuan dalam upaya menye-
lesaikan beberapa permasalahan dalam pem-
bangunan di Kabupaten Indragiri Hilir melalui
program CSR tersebut.

Menjaga Ketentraman dan Ketertiban
Sebagai bentuk konkrit dari upaya Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten In-
dragiri Hilir untuk menjaga ketentraman dan
ketertiban pasar, melalui seksi ketertiban dan
penyuluhan Bidang Pasar telah menyiapkan 6
petugas trantib yang kemudian ditempatkan di
setiap Pasar Tradisional yang ada di Kabupaten
Indragiri Hilir.

Pengawasan dalam Pelaksanaan Pengelolaan
Demi terwujudnya tujuan dalam pelaksa-

naan pengelolaan Pasar Tradisional di Kabu-
paten Indragiri Hilir, maka tentu harus adanya
pengawasan yang kuat dari Pemerintah Kabu-
paten Indragiri Hilir. Hal ini jelas perlu dilakukan
untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Pasar
Tradisional agar sesuai dengan hasil yang di-
harapkan. Salah satu bentuk pengawasan dalam
pengelolaan Pasar Tradisional yang seharusnya
dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perda-
gangan Kabupaten Indragiri Hilir adalah dengan
melakukan pengawasan langsung atau dengan
inspeksi mendadak terhadap pasar tardisional
yang ada. Hal ini bertujuan agar Pemerintah Daerah
dapat langsung melihat kondisi pasar dan pe-
dagang baik dari segi ketertiban maupun ke-
adaan harga barang.

Kendala dalam Pengelolaan Pasar Tradisional
Anggaran Pembangunan

Masih minimnya dana yang dianggarkan
oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam
pelaksanaan pembangunan beberapa Pasar
Tradisional yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir
menjadi salah satu faktor penghambat dalam
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pengelolaan Pasar Tradisional yang optimal. Hal
ini dapat dilihat pada pembangunan Pasar Tra-
disional Guntung yang berada di Kecamatan
Kateman yang mana pembangunannya telah
dilakukan sejak tahun 2011 lalu namun hingga
saat ini masih belum terselesaikan. Hal lain terjadi
pada pembangunan Pasar Tradisional Mayang
Kelapa yang dibangun pada tahun 2013 lalu
dimana pelaksanaan pembangunan yang ter-
hambat pada pendanaan sehingga proses pem-
bangunan pasar sempat terhenti. Kendatipun
pasar ini telah beroperasi, namun pada kenya-
taannya masih meninggalkan persoalan dimana
belum tersedianya fasilitas yang dibutuhkan oleh
pedagang pada sebagian los dan kios. Untuk
merealisasikan kebutuhan pedagang tersebut
selanjutnya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
kembali menyiapkan anggaran pada tahun 2015
ini.

Penerapan Sistem Organisasi
Dalam pelaksanaan pengelolaan Pasar

Tradisional yang begitu rumit, jelas tidak akan
optimal ketika penanganan permasalahan pada
Pasar Tradisional hanya ditangani oleh satu
instansi yang tidak secara khusus menanani Pasar.
Dalam hal ini di Kabupaten Indragiri Hilir perma-
salahan pengelolaan pasar hanya ditangani oleh
satu bidang yang merupakan bagian dari struktur
organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
yang dianggap belum mampu menangani perma-
salahan pengelolaan Pasar Tradisional secara
optimal. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan
personil Bidang Pasar yang bertugas dalam
penanganan pasar masih sangat minim sehingga
masih kerap menyebabkan keterhambatan dalam
pelaksanaan pengelolaan Pasar Tradisional di
Kabupaten Indragiri Hilir.

Pemahaman tentang aktivitas pengelolaan
Pasar Tradisional mutlak harus dimiliki oleh
aparatur dinas yang benar-benar membidangi
dan fokus dalam pengelolaan pasar hingga dalam
pelaksanaannya para aparatur pelaksana lebih
memahami hal-hal yang mendasar tentang pe-
ngelolaan Pasar Tradisional. Untuk itu, sudah
sewajarnya jika pelaksanaan pengelolaan pasar
di Kabupaten Indragiri Hilir ditangani oleh satu
instansi khusus yaitu Dinas Pasar.

Pasar sebagai Penghasil PAD
Kepedulian Pemerintah Daerah terhadap

Pasar Tradisional menentukan arah kebijakan
dan bentuk organisasi dari instansi yang mem-
bidangi Pasar Tradisional di daerah. Di Kabu-
paten Indragiri Hilir, Pemerintah meletakkan
posisi Pasar Tradisional semata-mata sebagai
salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah
(PAD) melalui retribusi yang dipungut dari para
pedagang daripada penekanan pada pengelo-
laan pasar termasuk di dalamnya pembinaan
pedagang. Hal ini menyebabkan sebagian besar
Pasar Tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir
dalam kondisi yang semrawut karena kurang
baiknya manajemen dalam pengelolaan pasar.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri
Hilir dalam pengelolaan Pasar Tradisional dapat
dikatakan lebih kepada perbaikan fisik bangunan
pasar saja tanpa disertai dengan pembangunan
kelembagaan seperti pengembangan organisasi
pengelola pasar tradisional, termasuk di dalam-
nya pengembangan sistem manajemen pasar
beserta Sumber Daya Manusia yang terlibat
dalam pengelolaan pasar.

Setelah dilakukannya renovasi atau pemba-
ngunan kembali bangunan pasar selama kurun
waktu 2-3 tahun kemudian bangunan pasar
beserta pengelolaan pasanya tampak kembali
mengalami kesemrawutan dengan kondisi pasar
yang kembali kumuh dan kotor sama keadaannya
sebelum dilakukan renovasi. Hal ini tambah
diperparah dengan tidak adanya kegiatan pera-
watan dan pemeliharaan pasar yang dilakukan
Pemerintah dengan alasan keterbatasan ang-
garan daerah. Hal ini terjadi karena kebijakan
pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten
Indragiri Hilir hanya sebatas menyentuh pada pem-
bangunan fisik pasar yang tidak diikuti dengan
aktivitas perawatan dan pemeliharaan pasar.

SIMPULAN
Perencanaan yang belum matang menyebab-

kan proses pelaksanaan pengelolaan pasar tra-
disional di Kabupaten Indragiri Hilir tidak ber-
jalan optimal. Selain itu, sistem pengorganisasian
yang kurang optimal karena kapasitas beban
melebihi kemampuan dari Pemerintah Daerah
sebagai pihak pelaksana. Hal ini dapat dilihat dari
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pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional yang
ditangani oleh tingkatan Bidang saja dalam hal
ini ditangani oleh Bidang Pasar pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan sejauh ini belum
cukup mampu menyelesaikan persoalan yang
terjadi pada Pasar Tradisional. Minimnya apa-
ratur pengelola serta kurangnya pemahaman
dalam bidang manajemen pasar menyebabkan
tidak terlaksanannya pengelolaan Pasar Tradi-
sional yang baik.

Kurangnya pengawasan Pemerintah Kabu-
paten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan penge-
lolaan Pasar Tradisional mengakibatkan proses
pembangunan yang terkesan lambat sehingga
pelayanan kepada masyarakat tidak dapat di-
rasakan secara maksimal. Tidak adanya Pera-
turan Daerah yang secara khusus mengatur Pasar
Tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir me-
nyebabkan tidak terlaksananya manajemen yang
baik dalam pengelolaan pasar tradisional se-
hingga kurang optimalnya pengelolaan pasar
tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir.
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